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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menyusun Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa Uraian Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;



	Mengingat
	:
	1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);



	MEMUTUSKAN :



	menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
BAB I

Susunan Organisasi

Pasal 1
Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan;

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2
(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
d. penyiapan pedoman dan standar penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;
e. penyiapan rencana makro ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
f. pengembangan dukungan pembangunan ketahanan pangan di daerah;

g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

i. pelaksanaan pembinaan staf;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3
(1) Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembinaan kepegawaian, perencanaan anggaran, data dan statistik kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pembuatan program kerja dan pengkoordinasian penyusunan dan pengendalian program kerja Sekretariat Badan;

b. pengoordinasian sub bagian dan staf yang berada di bawah Sekretariat Badan;
c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
e. pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
f. pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang ketahanan pangan;

g. pelaksanaan urusan data dan statistik;

h. pelaksanaan urusan perlengkapan;

i. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana

j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

k. pelaksanaan pembinaan staf;

l. pengevaluasian dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4
(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 5
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik ketahanan pangan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ketahanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan ketahanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program di bidang ketahanan pangan;

d. melakukan penyiapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan lainnya;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan bantuan teknis;

f. melaksanakan pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi ketahanan pangan;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan data dan statistik;

h. melaksanakan pembinaan staf;

i. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran belanja, urusan pembukuan dan penyusunan pertanggungjawaban serta urusan perbendaharaan dan anggaran Badan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan urusan administrasi keuangan akuntnasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan pembukuan keuangan belanja rutin dan dana pembangunan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;

d. melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, biaya pindah pegawai, surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut/uang perangsang, biaya opersional dan penyelesaiannya;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan rutin/gaji/pembangunan;

f. memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

g. melaksanakan pembinaan staf;

h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan dan kepustakaan.

(2) Uraian tugas Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai beikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana, mengelola dan melaksanakan administrasi umum kepegawaian dan perlengkapan;

b. melaksanakan pengembangan pada sistem peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai dan pengelolaan surat menyurat dan pengadaan/penggunaan serta pemeliharaan barang perlengkapan kantor;

c. melaksanakan pengarsipan dan pemeliharaan serta pelayanan surat menyurat secara umum;

d. menghimpun dan menyampaikan peraturan perundang-undangan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan kantor serta kepustakaan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan proses usulan pengangkatan, penugasan, penggajian, mutasi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

f. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. mengoordinasikan tugas kehumasan;

h. melaksanakan fasilitasi, administrasi dan pembinaan kegiatan penyuluhan pertanian;

i. menyiapkan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat provinsi;

j. melaksanakan pembinaan staf;

k. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 8
(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusandan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, pemantapan dan evaluasi ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan produksi pangan;

b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan;

c. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

d. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan;

e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan pencegahan serta penanggulangan kerawanan pangan;

g. pelaksanaan pembinaan staf;

h. pelaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Akses Pangan;

b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 10
(1) Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan nabati maupun hewani.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Akses Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian,penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi produksi pangan nabati dan hewani;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan;

d. melakukan analisis bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan produksi, akses pangan dan kerawanan pangan;

e. melakukan analisis bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi sumberdaya pangan;

f. melakukan analisis bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan nabati dan hewani;

g. melaksanakan pembinaan staf;

h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
(1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan rumusan rencana pengkajian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat;

b. menyiapkan rumusan kebijakan pemantauan dan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penanggulangan dan pencegahan kerawanan pangan;

f. melaksanakan pengkajian dan penumbuhan/ pengembangan motivasi masyarakat;

g. melaksanakan pembinaan staf;

h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Distibusi dan Cadangan Pangan

Pasal 12
1. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

b. pelaksanaan analisis distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan distribusi pangan dan cadangan pangan;

d. pemantapan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
e. pemantauan dan evaluasi kegiatan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
f. pelaksanaan pembinaan staf;

g. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13
(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:

a. Sub Bidang Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan;

b. Sub Bidang Analisis Harga Pangan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 14
(1) Sub Bidang Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pemantauan dan analisis distribusi pangan hewani dan nabati serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan distribusi pangan nabati dan hewani.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian distribusi dan cadangan pangan nabati dan hewan ;

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi distribusi dan cadangan pangan nabati dan hewani;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan analisis dan pengembangan distribusi dan cadangan pangan nabati dan hewani;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis distribusi dan cadangan pangan nabati dan hewani;

e. melaksanakan pembinaan staf;

f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 15
(1) Sub Bidang Analisis Harga Pangan mempunyai tugas malakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan dan analisis harga pangan nabati maupun hewani.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Analisis Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian harga pangan nabati, hewani.;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan model analisis harga pangan nabati dan hewani;

c. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi harga pangan nabati dan hewani;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis harga pangan nabati, hewani.

e. melaksanakan pembinaan staf;

f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 16
(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi pangan;

b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penganekaragaman pangan;

c. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan keamanan pangan;

d. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan preferensi pangan masyarakat;

e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan;

f. pelaksanaan evaluasi kegiatan pemantauan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

g. pelaksanakan pembinaan staf;

h. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17
(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan;

b. Sub Bidang Konsumsi dan Mutu Pangan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 18
(1) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan promosi penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan penganekaragaman pangan;

c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penganekaragaman pangan dan pangan lokal;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan promosi penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal;

e. melaksanakan pembinaan staf;

f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19
(1) Sub Bidang Konsumsi dan Mutu Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamanan mutu pangan serta preferensi pangan masyarakat.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Konsumsi dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan rencana pengkajian pemantapan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamanan pangan serta preferensi pangan masyarakat;

b. menyusun konsep rencana pengkajian pemantapan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamanan pangan serta preferensi pangan masyarakat;

c. melakukan penyiapan bahan pemantauan pemantapan dan evaluasi pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamanan pangan serta preferensi pangan masyarakat;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamanan pangan serta preferensi pangan masyarakat;

e. melakukan penyiapan bahan sosialisasi penyusunan kebijakan penanganan keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat;

f. melaksanakan pembinaan staf;

g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

Pasal 21
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 29 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 29 Agustus 2013        
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 29 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 08 SERI D
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